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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Pemasukan Negara yang memiliki andil paling besar adalah dari sektor 
Pajak, sektor ini memiliki peranan penting dalam pembangunan negara. 
Apabila dilihat dari sejarahnya, pajak pada mulanya merupakan suatu upeti 
(pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban 
yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) 
kepada seorang raja atau penguasa. Rakyat ketika itu memberikan upetinya 
kepada raja atau penguasa dalam bentuk natura berupa padi, ternak atau hasil 
tanaman lainnya seperti pisang, kelapa, dan lain-lain. Pemberian yang 
dilakukan rakyat saat itu digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau 
penguasa setempat. Sedangkan imbalan atau prestasi yang dikembalikan 
kepada rakyat tidak ada oleh karena memang sifatnya hanya untuk kepentingan 
sepihak, namun dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh 
rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah 
kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Dengan adanya perkembangan dalam 
masyarakat, maka sifat upeti (pemberian) yang semula dilakukan cuma-cuma 
dan sifatnya memaksa tersebut, kemudian dibuat suatu aturan-aturan yang lebih 
baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada, namun unsur keadilan lebih 
diperhatikan menurut Ilyas (2002:6). 
1 
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 Dari makna katanya, pajak memiliki arti ialah iuran kepada Negara (yang 
dapat dipaksakan) yang terutang yang wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturan, dengan tidak dapat mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat 
ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 
umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan 
(Brotodiharjo:1991). 
 Salah satu dari pengklasifikasian pajak adalah pajak daerah yaitu pajak-
pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal : provinsi, kabupaten, dan 
kotamadya) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing daerah 
dan hasil pungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya. 
 Dilihat dari sejarahnya, kita mengenal berbagai macam pajak yang 
dikenakan terhadap tanah yang memiliki atau digarap rakyat sejak zaman 
kolonial. Pajak tersebut pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Sir 
Thomas Stanford Rafles (1811-1914) dikenal sebagai ladernt. Selanjutnya 
dalam masa pemerintahan Belanda disebut landrete. Setelah Indonesia 
merdeka, pajak sampai dengan Ordonasi atau UU landrete dihapus dan diganti 
pada tahun 1951 oleh UU No. 11 Tahun 1951 tentang Pajak Peralihan 1944. 
 Pada masa kolonial, baik pada masa pemerintahan Inggris maupun 
Belanda, pajak atas tanah dimanfaatkan hanya untuk kepentingan kaum 
penjajah, bukan untuk pembangunan Hindia Belanda dan kesejahteraan rakyat 
Bumi Putra, tetapi pada masa merdeka hasil pungutan pajak itu dipakai untuk 
membiayai roda pemerintahan Republik Indonesia. Dalam perkembangan 
selanjutnya, pada tahun 1959 melalui UU No. 11 Tahun 1959, diberlakukan 
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Pajak Hasil Bumi. UU ini semula hanya mengatur tentang pungutan pajak atas 
tanah adat. Tanah yang dikuasai oleh orang-orang Indonesia asli tidak 
termasuk tanah hak barat, karena tanah barat tersebut diatur berdasarkan 
Ordonasi UU Verponding Indonesia Tahun 1923 dan UU No. 5 Tahun 1960 
yang mengemukakan bahwa hukum atas tanah berlaku atas semua tanah di 
Indonesia. Hal itu dipertegas lagi dengan keputusan Presidium Kabinet tanggal 
10 Februari 1967 Nomor. 83/ Kep/ 4/ 1997. 
 Dengan demikian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1959 yang menjadi 
landasan Pajak Hasil Bumi, harus ditafsirkan bahwa semua tanah di Indonesia 
dipungut Pajak Hasil Bumi, termasuk tanah-tanah yang diatur dalam Ordonasi 
Verponding Indonesia tahun 1923 dan Verponding tahun 1928. 
 Pungutan pajak hasil bumi dahulu dilakukan Direktorat Jenderal Pajak 
Hasil Bumi, jawatan yang berada di bawah Departemen Iuran Negara yang 
kemudian pada tanggal 29 November 1965 berdasarkan Keputusan Menteri 
Iuran Negara No. B.M.P.P.U.1-1-3, bernama Direktorat Iuran Pembangunan 
Daerah, pengertian nama ini dimaksudkan untuk menyelaraskan dengan nama 
depatemennya. Faktor-faktor pendorong lahirnya Pajak Bumi dan Bangunan. 
 Ada beberapa faktor yang mendorong lahirnya UU tentang PBB. Antara 
lain karena landasan hukum IPEDA itu kurang jelas. Misalnya beberapa 
macam pungutan pajak yang bertumpu pada objek yang sama atas pajak tanah 
dan bangunan serta pajak rumah tangga, sangat memberatkan masyarakat. 
 Faktor yang lain yang turut mendorong lahirnya Pajak Bumi dan 
Bangunan yaitu, Perundang-undangan yang selama ini menjadi dasar 
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pemungutan pajak atas tanah dan bangunan yang disusun pada zaman kolonial, 
tidak sesuai lagi dengan falsafah Pancasila dan tuntutan pembangunan yang 
terus meningkat. Ordonasi atau Undang-Undang yang mengatur pungutan atas 
objek yang sama, terlalu banyak sehingga membingungkan masyarakat. 
 Sebagai realisasi dari amanat GBHN tahun 1983, undang-undang no. 12 
tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang disahkan pada tanggal 31 
Desember 1985 merupakan bagian dari paket pembayaran sistem perpajakan 
nasional. Hal ini adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak sehingga 
Negara mampu membiayai pembangunan dalam negeri. Dengan demikian 
pembangunan itu sendiri terjamin kelangsungannya. 
 Undang-undang tentang  Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri disusun 
sebagai pengganti dari 7 (tujuh ordonasi) UU yang merupakan pelaksanaan 
dulu tumpang tindih (berganda). Tujuh ordonasi atau UU itu adalah sebagai 
berikut: 
1. Ordonasi Pajak Rumah Tangga 1906 
2. Ordonasi Verponding Indonesia 1923 
3. Ordonasi Verponding 1928 
4. Ordonasi Pajak Kekayaan 1932 
5. Ordonasi Pajak Jalan 1942 
6. UU Darurat No. 11 Th 1957 tentang Peraturan Undang-Undang Pajak 
Daerah 
7. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 11 Th 1959 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan. 
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 Pajak bumi dan bangunan perlu dimanfaatkan pelaksanaannya, karena 
tidak dapat disangkal lagi bahwa bumi dan bangunan dapat memberikan 
keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang 
atau badan yang mempunyai suatu hak atau memperoleh manfaat dari padanya. 
 PBB memiliki peranan sangat penting bagi pendapatan daerah karena PBB 
dibayarkan setiap tahun oleh semua masyarakat yang memiliki tanah dan 
bangunan. PBB selama ini diidentikkan dengan pajak lempung karena obyek 
pajak utamanya berupa tanah (bumi) dengan wajib pajak yang meliputi seluruh 
golongan masyarakat dari golongan rakyat jelata sampai dengan pejabat tinggi 
Negara, sementara kontribusi finansial untuk penerimaan Negara masih relatif 
kecil dibandingkan dengan jenis pajak lainnya (Depkeu,2005). 
 Pajak bumi dan bangunan sampai saat ini adalah termasuk pajak pusat 
tetapi realitanya hasil dari PBB, 90% masuk ke kas daerah sedangkan 10% 
masuk ke pusat dengan demikian di suatu daerah, PBB memiliki peranan yang 
kuat dalam penerimaan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk 
mengembangkan infrastruktur di daerah tersebut akan tetapi banyak dari warga 
setempat yang kurang memiliki kesadaran bagaimana pentingnya pembayaran 
pajak bumi dan bangunan terutang untuk nantinya dikembalikan lagi pada 
masyarakat dalam bentuk fasilitas-fasilitas dari pemerintah daerah. 
 Pembayaran PBB dapat dilakukan di bank atau pos persepsi yang telah ada 
secara resmi salah satunya adalah BKK (Badan Kredit Kecamatan), BKK 
ditunjuk sebagai tempat pembayaran PBB terutang di setiap kecamatan yang 
nantinya disetorkan pada Bank Jateng sebagai Bank Kas Daerah. 
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 Berdasarkan sumber dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar di 
Kabupaten Karanganyar memiliki 17 Badan Kredit Kecamatan yang 
seluruhnya membawahi kurang lebih 177 kelurahan dan kira-kira memiliki 
340.000 obyek pajak. Akan tetapi obyek pajak sebanyak 340.000 tersebut 
belum dioptimalkan dengan baik ini didukung dengan adanya tunggakan pajak 
yang belum ada penyelesaiannya. 
 Di BKK Gondangrejo membawahi 13 desa atau kelurahan, yaitu desa 
Wonorejo, Plesungan, Jatikuwung, Selokaton, Bulurejo, Rejosari, Jeruksawit, 
Karangturi, Kragan, Wonosari, Dayu, Tuban dan Kredowahono. Desa tersebut 
yang memiliki STTS atau obyek pajak terbanyak adalah desa wonorejo, dan 
juga memiliki tunggakan pajak yang paling besar diantara desa lainnya di 
bawah naungan BKK Gondangrejo. 
  Data penerimaan PBB dari desa wonorejo tahun 2007 adalah sebagai 
berikut: 
 
Tabel I.1 
Penerimaan PBB dari Desa Wonorejo tahun 2007 
   Sumber : BKK Gondangrejo 
  
DESA STTS TARGET 
TOTAL PEMASUKAN TUNGGAKAN % 
STTS RP STTS RP STTS RP 
Wonorejo 4514 195.011.171 2015 124.375.982 2499 70.635.189 44,64 63,78 
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 Berdasarkan atas data diatas dapat dianalisis bahwa masih ada tunggakan 
PBB terutang yang dimiliki oleh desa wonorejo dan sampai sekarang tidak ada 
tindak lanjut yang reaktif untuk pemecahan kasus tersebut. Maka dari itu untuk 
menggali lebih dalam lagi dan untuk mencari alasan mengapa ada tunggakan 
pajak yang cukup besar dan bagaimana alternatif solusi untuk menanggulangi 
permasalahan yang ada perlu adanya penelitian terhadap hal tersebut. 
 Untuk itu maka saya tertarik untuk meneliti mengenai  “Evaluasi 
Terhadap Penerimaan PBB Pada Desa Wonorejo Di BKK Gondangrejo 
Tahun 2008-2009”. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Berapakah penerimaan pajak bumi dan bangunan yang terutang di desa 
wonorejo tahun 2008-2009? 
2. Apakah ada tunggakan pembayaran PBB di tahun 2008-2009? 
3. Apakah penyebab tunggakan PBB di desa wonorejo di tahun 2008-2009? 
4. Bagaimana solusi untuk meminimalisir besarnya tunggakan pajak? 
5. Berapakah PBB yang terutang dari beberapa warga desa wonorejo 
menurut SPPT dan dibandingkan dengan penghitungan berdasarkan nilai 
jual yang terbaru? 
 
C. Tujuan 
1. Dapat mengetahui penerimaan PBB terutang di desa wonorejo di tahun 
2008-2009.  
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2. Untuk mengevaluasi terhadap pihak-pihak yang terkait untuk lebih 
memberikan pemecahan terhadap penunggakan PBB di desa wonorejo. 
3. Untuk mengetahui sebab-sebab mengapa tunggakan pajak terjadi di desa 
wonorejo. 
4. Untuk memberikan solusi yang aplikatif supaya dapat meminimalisir 
jumlah tunggakan pajak. 
5. Dapat mengetahui selisih jumlah PBB terutang dengan dasar penilaian dari 
SPPT dengan jumlah PBB terutang berdasarkan penghitungan sesuai 
dengan nilai jual yang sekarang. 
 
D. Manfaat 
1. Bagi penulis 
  Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah untuk menambah 
pengetahuan tentang jumlah pendapatan PBB dan sebab-sebab adanya 
tunggakan PBB di desa wonorejo kecamatan gondangrejo kabupaten 
karanganyar, dengan data-data ilmiah. 
2. Bagi Pemerintah 
  Dapat memberikan gambaran kepada pemerintah pusat pada 
umumnya dan pemerintah kabupaten pada khususnya tentang jumlah 
penerimaan PBB dan untuk kedepannya bisa memberikan kebijakan-
kebijakan baru yang lebih baik untuk mengoptimalkan pemungutan PBB. 
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3. Bagi Masyarakat 
  Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah masyarakat        
dapat mengetahui secara jelas berapa penerimaan PBB di desa gondangrejo 
kabupaten karanganyar dan untuk lebih memberi kesadaran pentingnya 
membayar PBB.  
 
E. Metode Penelitian 
1. Desain Penelitian 
  Desain penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
dengan cara survei atau observasi (Dwi,2005) karena ada beberapa sampel 
yang diambil dalam penghitungan PBB terutang sesuai dengan SPPT (Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang) yang akan dibandingkan dengan 
penghitungan secara manual menurut patokan-patokan nilai yang terkini 
disamping itu observasi untuk penelitian ini dilakukan supaya dapat 
mengerti sebab-sebab adanya tunggakan pajak di desa wonorejo kecamatan 
gondangrejo tahun 2008 dan 2009. 
 
2. Objek Penelitian 
  Penelitian ini dilakukan penulis di Desa Wonorejo Kecamatan 
Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini hanya sebatas 
mengetahui seberapa besar penerimaan PBB di desa tersebut selama tahun 
2008 sampai 2009. Dan mengetahui sebab-sebab adanya tunggakan pajak.  
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  Strategi yang akan dipilih adalah strategi penelitian terpancang. 
Strategi terpancang menurut sutopo (2002: 42) adalah penelitian kualitatif 
yang sudah menentukan fokus penelitian berupa variable utamanya yang 
akan dikaji berdasarkan pada tujuan dan minat penelitiannya sebelum 
peneliti ke lapangan studinya. 
 
3. Jenis dan Sumber Data 
a. Jenis data 
1) Data Kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, 
dan gambar. 
2) Data Kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau 
data kualitatif yang diangkakan. 
b. Sumber Data 
 Menurut Loefland dalam bukunya Moleong (2002:112) 
menyatakan bahwa “Sumber data yang pertama dalam penelitian 
kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang selebihnya adalah data 
tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. 
1) Sumber data berasal dari: 
a) Data Primer data yang diperoleh landsung dari obyek yang diteliti. 
b) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung 
dengan mempelajari buku-buku, literatur, makalah, undang-undang 
perpajakan yang berlaku, serta surat keputusan tentang pajak 
hiburan, dan buku-buku yang terkait dengan penulisan. 
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2) Sumber data diambil dari: 
a) Informan yaitu orang yang dipandang mengetahui permasalahan 
yang akan dikaji dan bersedia memberikan informasi. 
b) Dokumen merupakan sumber data yang memiliki posisi penting 
dalam penelitian kualitatif. Menurut Sutopo (2002: 51) bahwa 
“Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan 
dengan suatu peristiwa atau aktifitas, tetapi juga berupa gambaran 
atau benda peninggalan yang berhubungan dengan suatu peristiwa 
tertentu” 
 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi/ Pengamatan 
 Dalam penelitian melalui pengamatan ini diadakan langsung ke 
lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang jelas atas 
permasalahan yang ada di Kota Surakarta. 
b. Interview/ Wawancara 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara 
mendalam dengan pertanyaan. 
c. Dokumenter 
 Dokumen yang diambil dalam penelitian ini adalah dokumen yang 
berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan. 
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5. Teknik Pembahasan 
  Teknik pembahasan untuk  penelitian ini menggunakan 
pembahasan deskriptif yaitu membuat gambaran atau deskripsi secara 
sistematis, faktual dan akurat mengenai suatu objek yang diteliti. Peneliti 
akan memakai sistematika yang dianggap dapat mewakili segala poin-poin 
penting dalam penelitian ini, sistematika yang dipakai adalah sebagai 
berikut: 
 BAB I PENDAHULUAN 
 Bab 1 ini adalah pendahuluan yaitu awal dari sebuah penelitian 
yang berisi permulaan dan biasanya diisi oleh latar belakang masalah, 
identifikasi masalah, perumusan masalah, Tujuan peneletian dan manfaat 
penelitian. 
 BAB II ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 Di dalam bab 2 ini penulis ingin menganalisis bagaimana hal itu 
bisa terjadi dan apa penyebab hal itu terjadi kemudian mencarikan jalan 
keluar berdasarkan atas fakta-fakta yang ada. 
 BAB III TEMUAN 
 Temuan adalah berisi suatu realita yang selama ini terjadi di dalam 
masyarakat yang kemungkinan bertolak belakang dengan teori yang ada, 
sehingga temuan-temuan itu perlu untuk digali lebih dalam lagi guna untuk 
menemukan konklusi dari fakta yang ada. 
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 BAB IV PENUTUP 
 Di dalam bagian penutup ini biasanya terdiri dari kesimpulan dan 
saran. Kesimpulan yaitu bagian dimana penulis berusaha merangkum 
semua hasil penelitian, agar mudah dipahami dan akan lebih baik jika 
rumusan masalah beserta jawabannya ditulis secara urut dari awal hingga 
akhir, kemudian saran adalah penulis berusaha menyumbang saran untuk 
golongan masyarakat, lembaga, pemerintah atau pihak lain yang masih 
memiliki hubungan dengan topik penelitian, selain itu saran-saran seperti 
ini bisa pula dipakai sebagai anjuran untuk penelitian-penelitian lain di 
masa yang akan mendatang atau untuk keperluan-keperluan lain, seperti 
pembuatan undang-undang, peraturan, dan lain sebagainya (Derry,2004). 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pajak 
1. Pengertian pajak 
  Dalam memahami mengapa seseorang harus membayar pajak 
untuk membiayai pembangunan yang terus dilaksanakan, maka perlu 
dipahami terlebih dahulu akan pengertian pajak itu sendiri. Seperti diketahui 
bahwa Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai 
kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang 
kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. 
Hal ini sesuai dengan tujuan Negara yang dicantumkan di dalam pembukaan 
UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi “melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial” Anastasia 
(2004:15). 
  Dari uraian di atas tampak bahwa karena kepentingan rakyat, 
Negara memerlukan dana untuk kepentingan tersebut. Dana yang akan 
dikeluarkan ini tentunya di dapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan 
yang disebut dengan pajak. 
  Untuk mengetahui arti pajak, terdapat beberapa pendapat dari 
pakar tentang definisi pajak yaitu menurut Prof. Edwin R. A. Seligman 
14 
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dalam buku Essay in Taxation yang diterbitkan di Amerika menyatakan 
“Tax is compulsory contribution from person, to the government to depray 
the expense incurred in the common interest of all, without reference to 
special benefit conferred. Dari definisi di atas terlihat adanya kontribusi 
seseorang yang ditujukan kepada Negara tanpa adanya manfaat yang 
ditujukan secara khusus pada seseorang. Memang demikian halnya bahwa 
bagaimanapun juga pajak itu ditujukan manfaatnya kepada masyarakat. 
  Menurut Philip E. Taylor dalam buku “The Economics of Public 
Finance” memberikan batasan pajak seperti di atas hanya menggantikan 
without reference dengan with little reference.   
  Menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann dalam buku De Over 
Heidsmiddelen Van Indonesia (terjemahan): Pajak adalah prestasi yang 
dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-
norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan 
semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”. 
  Menurut Prof. Dr. MJH. Smeets dalam buku De Economische 
Betekenis belastingen (terjemahan): Pajak adalah prestasi kepada 
pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat 
dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam 
hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran 
pemerintah. 
  Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dari disertasinya yang 
berjudul Pajak Berdasarkan Azas Gotong Royong menyatakan pajak adalah 
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iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha 
berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-
barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari 
definisi di atas tidak tampak istilah “dipaksakan“ karena bertitik tolak pada 
istilah “iuran wajib.” Sisi lainnya yang berhubungan dengan kontraprestasi 
menekankan pada mewujudkan kontraprestasi itu diperlukan pajak. 
  Menurut Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, SH dalam bukunya Dasar-
dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990: 5) menyatakan : “Pajak 
adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang 
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum”. 
  Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-
ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah: 
a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaanya 
yang sifatnya dapat dipaksakan. 
b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 
individual oleh pemerintah. 
c. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah. 
d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang 
bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk 
membiayai publik investment. 
xxx 
 
e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur. 
2. Fungsi Pajak 
  Dalam literatur pajak sering disebutkan bahwa fungsi pajak ada 
dua yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulerend. Namun dalam 
perkembangannya fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah 
dua fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi. 
Pengertian dari fungsi tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Fungsi budgeter adalah fungsi yang letaknya di sektor publik yaitu 
fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai 
dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan 
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, yaitu pengeluaran 
rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan 
digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah. 
b. Fungsi regulerend adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan 
digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu 
yang letaknya di luar bidang keuangan. 
c. Fungsi demokrasi adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu 
penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan 
pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. 
d. Fungsi redistribusi adalah fungsi yang lebih menekankan kepada pada 
unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. 
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3. Dasar Teori Pemungutan Pajak 
a. Teori asuransi diartikan dengan suatu kepentingan masyarakat 
(seseorang) yang harus dilindungi oleh Negara. Masyarakat seakan 
mempertanggungkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada 
Negara. Dengan adanya kepentingan dari masyarakat itu sendiri, maka 
masyarakat harus membayar “premi” kepada Negara. 
b. Teori kepentingan diartikan sebagai Negara yang melindungi 
kepentingan harta benda dan jiwa warga Negara dengan memperhatikan 
pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya. 
c. Teori gaya pikul adalah berdasarkan asas keadilan yaitu setiap orang 
yang dikenakan pajak harus sama beratnya. 
d. Teori gaya beli menekankan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan 
kepada Negara dimaksudkan untuk memelihara masyarakat dalam 
Negara yang bersangkutan  
e. Teori bakti menekankan pada paham organische staatsleer yang 
mengajarkan bahwa karena sifat Negara sebagai suatu organisasi 
(perkumpulan) dari individu-individu maka timbul hak mutlak Negara 
untuk memungut pajak. 
 
4. Sistem Pemungutan Pajak 
a. Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan 
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besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh 
seseorang. 
b. Semi self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak 
yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk 
menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. 
c. Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, 
memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya 
utang pajak 
d. Withholding system suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/ memungut besarnya 
pajak yang terutang (Haryani,2007). 
 
5. Tarif Pajak 
Menurut Mardiasmo (2003:9) ada empat macam tarif pajak yaitu: 
a. Tarif sebanding/ proporsional yaitu tarif berupa persentase yang tetap, 
terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak 
yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 
b. Tarif tetap yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap 
berapapun junlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang 
terutang tetap. 
c. Tarif progresif yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila 
jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 
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d. Tarif degresif yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila 
jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 
 
B. Pajak Bumi dan Bangunan 
1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan 
  Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu dari pajak pusat, pajak 
yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai 
rumah tangga Negara, Pajak ini dikelola oleh Departemen Keuangan cq. 
Direktorat Jenderal Pajak tetapi kenyataannya hasil dari pajak bumi dan 
bangunan 90% ke dalam pemerindah daerah dan 10% masuk dalam 
pemerintah pusat. 
2. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan 
  Pajak bumi dan bangunan diatur dengan Undang-Undang No 12 
Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 12 
Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan karena adanya deregulasi 
dan terakhir diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. 
3. Asas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 
  Menurut (Mardiasmo 2003:269) asas pemungutan Pajak Bumi dan 
Bangunan ada empat yaitu: 
1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan 
2. Adanya kepastian hukum 
3. Mudah dimengerti dan adil 
4. Menghindari pajak berganda 
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4. Objek Pajak Bumi dan Bangunan 
  Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan atau Bangunan 
(pasal 2 ayat (1) UU NO. 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan 
UU No. 12 tahun 1994) 
a. Bumi/ Tanah 
  Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di 
bawahnya serta perairan pedalaman dan laut di wilayah Republik 
Indonesia (Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 tahun 1994 beserta 
penjelasannya). 
b. Bangunan 
 Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang tersebut, bangunan 
adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap dan/ 
atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan yaitu jalan 
lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan, seperti hotel, 
pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu 
kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut, jalan tol, kolam renang, 
pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal dan dermaga, taman 
mewah, tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak 
dan fasilitas lain yang memberikan manfaat. Dengan demikian objek 
pajak bumi dan bangunan bisa saja berupa bumi saja, bangunan saja 
atau keduanya. 
 
 
xxxv 
 
5. Objek Pajak yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan 
a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak 
digunakan untuk mencari keuntungan, antara lain: 
1) Dibidang ibadah, contoh: masjid, gereja, vihara 
2) Dibidang sosial, contoh: panti asuhan 
3) Dibidang kesehatan, contoh: rumah sakit 
4) Dibidang pendidikan, contoh: madrasyah, pesantren 
5) Dibidang kebudayaan nasional, contoh: museum, candi 
b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala/ sejenis itu. 
c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman 
nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai desa. 
d. Digunakan oleh diplomatic, konsulat dan perwakilan organisasi 
internasional dengan asas timbal balik. 
e. Digunakan oleh badan atau perwakilan internasional, misalnya 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan-badan internasional dari 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang ditentukan Menteri Keuangan. 
 
6. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan 
  Subyek pajak menurut pasal 4 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1985 
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 adalah orang atau 
badan yang secara nyata: 
a. Mempunyai hak atas bumi dan atau 
b. Memperoleh manfaat atas bumi dan atau 
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c. Memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan 
  Menurut ketentuan Undang-Undang, subjek pajak yang dikenakan 
kewajiban membayar pajak disebut wajib pajak. Dengan demikian yang 
berkewajiban membayar PBB bukan saja yang memanfaatkan Tanah dan 
atau Bangunan tetapi juga penyewa atau siapa saja yang memanfaatkan 
Tanah dan Bangunan (misalnya penghuni rumah dinas suatu instansi). 
  Jika suatu objek pajak belum diketahui secara pasti siapa wajib 
pajaknya, maka yang menjadi subjek pajak dapat ditunjuk oleh Direktorat 
Jenderal Pajak. Menurut (Achmat Tahjono 1999: 471) beberapa ketentuan 
khusus tentang siapa yang menjadi subjek pajak dalam hal ini adalah: 
a. Jika suatu subjek pajak memanfaatkan atau menggunakan bumi dan 
atau bangunan milik orang lain bukan karena sesuatu hak berdasarkan 
Undang-Undang atau bukan karena perjanjian, maka subyek pajak yang 
memanfaatkan atau menggunakan bumi dan atau bangunan ditetapkan 
sebagai Wajib Pajak. 
b. Suatu Objek Pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan, 
maka orang atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan objek 
pajak tersebut ditetapkan sebagai Wajib Pajak. 
c. Subjek Pajak dalam waktu yang lama berada di luar wilayah letak 
objek, sedang untuk merawat objek pajak tersebut dikuasakan kepada 
orang atau badan, maka orang atau badan yang diberi kuasa dapat 
ditunjuk sebagai Wajib Pajak. 
 
xxxvii 
 
7. Tahun Pajak, Saat Terutang, dan Tempat Pajak Terutang 
a. Tahun Pajak 
 Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim, yaitu dari 
tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Karena Pajak Bumi dan 
Bangunan merupakan pajak yang bersifat periodik sehingga subyek 
pajaknya selalu terutang pada setiap tahun takwim/ tahun kalender 
(Waluyo,2007). 
b. Saat Terutang Pajak 
  Saat yang menentukan pajak terutang untuk PBB adalah menurut 
keadaan objek pajak pada awal tahun, yaitu keadaan objek pajak pada 
tanggal 1 Januari. 
Contoh: 
1) Sebuah Objek Pajak PBB pada tanggal 1 Januari 2003 mempunyai 
NJOP: 
a) NJOP atas Bumi  Rp 50.000.000,00 
b) NJOP atas Bangunan Rp150.000.000,00(+) 
 Jumlah NJOP  Rp200.000.000,00 
 Apabila pada tanggal 2 Januari bangunan tersebut terbakar habis, 
maka dasar pengenaan pajak tetap pada NJOP sebesar 
Rp200.000.000,00 karena peristiwa kebakaran tanggal 1 Januari 2003. 
2) Sebuah objek pajak PBB pada tanggal 1 Januari 2003, baru ada 
objek kapling atau tanah dengan NJOP sebesar Rp100.000.000,00 
kemudian mulai tanggal 3 Januari 2003 dibangun sebuah rumah 
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indah dan baru selesai tanggal 7 Mei 2003 dengan nilai perolehan 
sebesar Rp 300.000.000,00. Jumlah NJOP sebesar Rp 
400.000.000,00 Dalam hal ini PBB tahun 2003 Hanya DPP atas 
NJOP sebesar Rp 100.000.000,00 
 Atas objek kapling yang baru dibangun sebuah rumah indah baru 
dikenakan pajak pada tahun berikutnya tahun 2004, dasar pengenaan 
pajak didasarkan pada NJOP sebesar Rp400.000.000,00 
c. Tempat Terutang Pajak 
 Tempat terutang pajak adalah tempat dimana kabupaten atau kota 
yang meliputi letak objek pajak. Tempat terutang ini dapat menjadi dasar 
untuk menentukan Pajak Bumi yang terutang karena di setiap tempat 
pasti memiliki nilai jual yang berbeda-beda menyesuaikan kegunaan 
tempat tersebut. 
 Penilaian untuk keperluan PBB adalah kegiatan tentang 
menghitung NIlai Jual Bumi dan atau Bangunan dalam rangka 
melakukan pembagian beban Pajak Bumi dan Bangunan secara merata 
dan seadil mungkin berdasarkan karakteristik objek pajak dan sesuai 
dengan nilai jualnya. Kegiatan penilaian pada dasarnya ditujukan untuk 
melakukan estimasi dan memprediksi nilai pasar dari suatu barang 
dengan tujuan mendapatkan perkiraan nilai. 
1) Jenis Objek Pajak yang Dinilai adalah: 
a) Objek Pajak Umum: 
(1) Objek Pajak Standar. 
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Adalah objek pajak yang dengan kriteria sebagai berikut: 
Tanah  :kurang dari 10.000 m2 
Bangunan  :kurang dari 4 lantai 
Luas Bangunan :kurang dari 1.000 m2 
(2) Objek Non Standar. 
Adalah objek pajak yang dengan criteria sebagai berikut: 
Tanah  :lebih dari 10.000 m2 
Bangunan  :lebih dari 4 lantai 
Luas Bangunan :lebih dari 1.000 m2 
(3) Objek Pajak Khusus 
Objek Pajak yang mempunyai konstruksi khusus atau 
keberadaannya memiliki arti khusus seperti jalan tol, pompa 
bensin, dan lain-lain. 
8. Tempat Pembayaran PBB 
 Tempat pembayaran PBB ada berbagai macam, sesuai dengan surat 
edaran dirjen pajak tentang penyampaian peraturan menteri keuangan nomor 
167/PMK.03/2007 tentang penunjukan tempat dan tata cara pembayaran 
pajak bumi dan bangunan yaitu : 
a. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk untuk memungut PBB 
sektor pedesaan dan/ atau sector perkotaan dan menyetorkannya 
ketempat pembayaran. 
b. Tempat pembayaran, yang selanjutnya disingkat TP, adalah bank 
umum/ Kantor pos yang ditunjuk oleh menteri keuangan untuk 
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menerima pembayaran PBB dan memindahbukukan ke bank persepsi/ 
pos persepsi. 
c. TP elektronik adalah bank umum/ kantor pos yang ditunjuk oleh 
menteri keuangan untuk menerima pembayaran PBB secara elektronik 
dan memindahbukukan ke bank persepsi elektronik/ pos persepsi 
elektronik. 
d. Bank persepsi/ pos persepsi, yang selanjutnya disebut bank/ pos 
persepsi, adalah bank umum/ kantor pos yang ditunjuk oleh menteri 
keuangan untuk menerima pemindahbukuan hasil penerimaan PBB dari 
TP dan melipahkan hasil penerimaan PBB ke bank operasional III. 
e. Bank persepsi elektronik/ pos persepsi elektronik, yang selanjutnya 
disebut bank/ pos persepsi elektronik, adalah bank umum/ kantor pos 
yang ditunjuk oleh menteri keuangan untuk menerima pemindahbukuan 
hasil penerimaan PBB dari TP eloktronik dan melimpahkan hasil 
penerimaan PBB ke BO III. 
f. Bank operasional III, yang selanjutnya disebut BO III, adalah bank 
umum yang ditunjuk oleh menteri keuangan untuk menerima 
pelimpahan hasil penerimaan PBB dari bank/ pos persepsi dan bank/ 
pos persepsi elektronik, melakukan pembagian hasil penerimaan PBB 
dan membayar pengembalian kelebihan pembayaran PBB. 
9. Pengertian Lain Terkait dengan PBB 
 Nilai jual obyek pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari 
transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat 
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transaksi jual beli. Nilai jual obyek pajak ditentukan melalui perbandingan 
harga dengan obyek pajak yang lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, 
atau nilai jual obyek pajak pengganti. Yang dimaksud perbandingan harga 
dengan obyek lain sejenis adalah suatu pendekatan/ metode penilaian nilai 
jual suatu obyek pajak dengan cara membandingkannya dengan obyek pajak 
lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah 
diketahui harga jualnya kemudian nilai perolehan baru adalah pendekatan/ 
metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak dengan cara menghitung 
seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak tersebut 
pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan 
berdasarkan kondisi fisik pajak tersebut lalu nilai jual pengganti adalah 
suatu pendekatan/ metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak yang 
berdasarkan pada hasil produksi obyek pajak tersebut. 
 Surat pemberitahuan obyek pajak adalah surat yang digunakan oleh 
wajib pajak untuk melaporkan data obyek pajak menurut ketentuan undang-
undang dan surat pemberitahuan pajak terhutang adalah surat yang 
digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan pajak 
terhutang kepada wajib pajak (DJP,2007). 
 Tarif pajak yang dikenakan atas obyek pajak adalah sebesar 0,5% (lima 
persepuluh persen) 
 
      
 
Tarif = 0,5% x Nilai Jual Obyek Pajak 
Pajak Terhutang = Tarif x Nilai Jual Kena Pajak 
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BAB III 
PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Obyek Penelitian 
1. Keberadaan PD BPR BKK Gondangrejo 
  Masalah rentenir yang suka mencekik leher dari dahulu hingga 
sekarang selalu banyak dibicarakan orang, sehingga pihak pemerintah 
maupun swasta cukup responsif untuk segera mengambil tindakan dan 
menyediakan sejumlah dana tertentu yang akan digunakan untuk menolong 
mereka yang telah terkena jilatan lintah darat. 
  Hanya saja pola bantuan itu perlu dicari bagaimana yang terbaik. 
Memberi uang saja tanpa pola tertentu akan merupakan bantuan yang tidak 
efektif dan menjadi pemborosan. Dalam membantu ada dua pola: 
a. Charity (kemurahan hati, dermawan) 
b. Developmental (memajukan, mengembangkan) 
 Kedua pola tersebut juga harus mengatur bagaimana kelanjutan 
dari bantuan itu, misalnya: syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi 
seorang nasabah dalam hal pemberian maupun pengambilan pinjaman dan 
bagaimana caranya. Bantuan yang begitu saja diberikan tidak akan 
menimbulkan rasa tanggung jawab. Bagaimanapun juga pemberian kredit 
yang dimaksud adalah untuk mendidik dan mengembangkan usaha para 
kreditur, sehingga harus disertai syarat-syarat agar menimbulkan rasa 
tanggung jawab. 
29 
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  Sesuatu yang perlu diingat ialah seorang yang jatuh ditangan 
rentenir itu bisa karena kesalahan sendiri yaitu sikap yang berlebihan di atas 
kemampuan yang sebenarnya. Oleh karena itu mereka harus diajarkan 
bagaimana hidup hemat dan cermat dalam mengatur ekonominya. 
  Memecahkan masalah rentenir saat ini tidaklah mudah. Kesalahan 
memang tidak selalu pada rentenir tetapi bisa juga pada pimpinannya, 
karena itu jalan pemecahannya harus ada di antara kedua belah pihak. 
Selama pemerintah maupun pihak swasta belum bisa memberikan kredit 
semudah rentenir maka masih ada orang yang meminta jasa kepada rentenir 
walaupun syaratnya terlalu besar bagi mereka. Sekarang jelaslah bahwa 
maslah kredit khususnya kredit kecil dalam kenyataannyasangat dibutuhkan 
sekali dalam usaha pembentukan modal masyarakat untuk menuju taraf 
hidup yang lebih baik. 
  Untuk itu pihak pemerintah maupun swasta telah membentuk 
lembaga pengkreditan yang mampu menyaingi rentenir. Melihat kenyataan 
ini khususnya pemerintah Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar 
telah mendirikan suatu Badan Kredit Kecamatan Gondangrejo yang berdiri 
tanggal 24 April 1974. Berdasarkan Surat Keputusan No. 
066/LPPD/PENDBKK/74. Berdirinya PD. BPR BKK Gondangrejo bukan 
hanya merupakan prakarsa Pemerintah Kecamatan Gondangrejo saja, 
melainkan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 11 
Tahun 1981 tanggal 16 April 1981, yang intinya berisi Instruksi Kepada 
Bupati di seluruh Jawa Tengah, agar di setiap Kecamatan di bentuk BKK, 
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yang kemudian dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 
Tahun 1995 dikukuhkan menjadi PD. BPR BKK. 
  Badan Kredit Kecamatan mampu menjadi mitra masyarakat dalam 
menjembatani inspirasi dan potensi desa dengan motto Mudah, Murah, 
Mengarah. Motto ini sangat memberi motivasi PD. BPR BKK yang 
mengemban tugasnya, yaitu : 
a. Mendekatkan modal pada masyarakat pengusaha kecil pedesaan dengan 
cara mudah, murah dan terarah. 
b. Melindungi masyarakat dari jebakan para lintah darat. 
c. Menciptakan peluang pemerintah kesempatan berusaha di pedesaan. 
d. Mendidik masyarakat untuk gemar menabung demi hari depan. 
  BPR sesuai dengan statusnya, akan selalu berusaha untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan kredit untuk 
mengembangkan usahanya. 
 
2. Dasar Hukum Berdirinya PD. BPR BKK Gondangrejo 
  Badan Kredit Kecamatan di bentuk berdasarkan Surat Keputusan 
Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah, yaitu : 
Tanggal, 4 September 1969 Nomor : 
믨ǁǑ ..଺/垈ො଺ො쿰/./ସ   
Jo tanggal, 19 November 1969 Nomor : 
믨ǁǑ ଷ.ଷ/垈ො଻଴垈./垈ො/ସ  
Dengan status BKK saat ini sebagai proyek yang berarti pada suatu saat 
harus berakhir. Keadaan ini tidak sesuai dengan situasi dan kondisi dimana 
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masyarakat golongan ekonomi lemah sangat mendambakan bantuan 
permodalan untuk meningkatkan usahanya. 
  Bertolak dari keadaan semacam inilah maka mendorong 
Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Propinsi Jawa Tengah untuk memantapkan dasar hukum BKK menjadi 
Peraturan Daerah No.II tahun 1981, yang kemudian merubah status proyek 
menjadi Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Jawa Tengah adalah sebagai 
Pembina dan Pengawas teknik BKK. 
  Dengan adanya-adanya kebijakan pemerintah di bidang keuangan, 
moneter dan perbankan pada tanggal 27 Oktober 1988 yang dikenal dengan 
sebutan “PAKTO 88” memberikan peluang dan kesempatan bagi BKK yang 
statusnya merupakan lembaga dana dan kredit pedesaan bisa meningkatkan 
statusnya menjadi Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). Pengukuhan ijin usaha 
BKK menjadi BPR ditandai dengan penyerahan SK Menteri Keuangan RI 
No. 315 sampai 516/km. 131/1991 tanggal 8 Oktober 1991. 
  Selanjutnya pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bank 
Indonesia, kemudian direksi Bank Indonesia dengan Surat Keputusannya 
No. 32/202/KEP/DIR Tahun 1999, memberikan izin usaha Badan Kredit 
Kecamatan Gondangrejo sebagai Bank Pengkreditan Rakyat. 
 
3. Struktur Organisasi PD. BPR BKK Gondangrejo 
  Sebagaimana layaknya suatu Badan Usaha, maka PD. BPR BKK 
Gondangrejo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diatur dalam suatu 
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susunan organisasi sehingga tujuan dari PD. BPR BKK yang sudah 
direncanakan dapat berfungsi. Adapun susunan organisasi PD. BPR BKK 
Gondangrejo adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2001 Tentang Bank Perkreditan 
            Rakyat. 
Gambar III.1 
Struktur Organisasi 
 
4. Deskripsi Jabatan 
a. Komisaris 
1) Mengawasi dan mengamati tindakan direksi dan menjaga agar supaya 
tindakannya tidak merugikan perseroan. 
Direksi 
SPI 
Komisaris 
Ka. Sie Kredit 
Kabag Pemasaran 
Ka. Sie Kasir Kas 
Ka. Sie Dana 
Kabag Pelayanan 
Ka. Sie Pembukuan 
Ka. Sie / Pers / Umum 
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2) Memberi nasehat pada pengurus atau sekedar ikut dalam 
kepengurusan perseroan, missal : setiap peminjaman uang dibuat oleh 
direksi harus lebih dahulu mendapat persetujuan dari dewan komisaris 
secara tertulis. 
3) Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan direksi atau pengurus. 
Pengawasan ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: 
a) Pengawsan preventif dengan maksud untuk menjaga agar 
sebelumnya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa 
merugikan perseroan. 
b) Pengawasan represif  ialah untuk menguji perbuatan direksi 
apakah perbuatan yang telah dilakukannya tidak bertentangan 
dengan ketentuan dalam akte pendiriannya atau ketentuan yang 
berlaku dan segala petunjuk yang dianut. 
b. Direksi 
Secara umum tugas direksi adalah:  
1) Mengurus segala urusan 
2) Menguasai kekuasaan perseroan 
3) Melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dalam pasal 1765 KUH 
Perdata yaitu: 
a) Memindahtangankan barang-barang 
b) Membebaskan hipotek pada barang-barang 
c) Melakukan perbuatan-perbuatan lain 
d) Melakukan perwakilan baik di muka atau di luar pengadilan 
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Selain apa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, 
yaitu bahwa tugas direksi adalah : 
· Tanggungjawab keluar terhadap pihak ketiga 
Selam direksi bertindak keluar atas nama PT dan tidak melampaui 
batas-batas kekuasaannya, segala perbuatannya tidak bertentangan 
dengan maksud PT maka direksi tidak terikat oleh tindakannya itu 
melainkan PT sendiri selaku badan hukum yang terikat oleh 
tindakan keluar dari direksi tersebut melampaui batas 
kekuasaannya, bertentangan dengan anggaran dasar PT maka 
dalam hal yang demikian direksi pribadi terikat oleh tindakannya 
itu dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kerugian yang 
diderita pihak ketiga. 
· Tanggungjawab direksi mengenai penunaian tugas yang diserahkan 
kepadanya pada Rapat Umum Pemegang Saham. Setahun sekali 
direksi harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya dalam 
jangka setahun dihadapkan RUPS dengan jalan membuat laporan 
tahunan serta neraca dan daftar rugi laba secara lengkap dengan 
penjelasannya. 
Sedangkan penetapan tugas direksi dalam anggaran dasar BKK 
Gondangrejo adalah : 
a. Memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan bagian-bagian di 
kantor bank. 
xlix 
 
b. Memimpin rapat staf untuk membahas persoalan yang timbul 
dalam operasional bank keseluruhan, masalah strategi dan taktik 
pemasaran dan sistem kontrol. 
c. Membina motivasi, disiplin kerja, moral dan loyalitas para staf dan 
karyawan serta mengembangkan kemampuan dan pengetahuan 
melalui pendidikan dan latihan intern maupun ekstern. 
d. Menyusun anggaran penerimaan dan pengeluaran serta rencana 
kerja dan berusaha mewujudkan hal-hal yang tercantum dalam 
rencana kerja dan anggaran. 
e. Memelihara hubungan baik dengan nasabah, pejabat pemerintah 
atau daerah, instansi pemerintah dan daerah, Bank Indonesia dan 
lembaga keuangan lainnya. 
c. Kepala Bagian Pemasaran 
1) Membantu direksi dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang 
pemasaran. 
2) Memantapkan sasaran dalam penempatan dana dan rencana 
pemasarannya dibagi dalam tahap-tahap kuantitas kredit dan jadwal 
pencapaiannya. 
3) Melaksanakan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang telah 
ditetapkan, baik mengenai penempatan dana maupun pengumpulan 
dana. 
4) Mengawasi kelancaran pinjaman yang telah diderikan serta 
kelengkapan surat persyaratan peminjaman. 
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d. Kasie Kas 
1) Melayani penerimaan dan pengeluaran secara kas ataupun tunai. 
2) Mencatat transaksi masuk dan keluar. 
3) Menghitung dan menyusun sisa uang dalam brankas. 
4) Menyimpan uang dalam brankas dengan baik dan aman. 
e. Kasie Kredit 
1) Mencari dan menghubungi sasaran kredit yang potensial. 
2) Menerima permohonan kredit. 
3) Mencari memeriksa usaha dan menganalisa kredit. 
4) Mengelola dan mengawasi kredit agar terjaga kualitasnya. 
5) Mengadministrasi kredit dengan tertib. 
f. Kasie Dana 
1) Mencari dan menghubungi sumber-sumber dana dari masyarakat dan 
lainnya. 
2) Melayani setoran dan pengambilan tabungan wajib dan tabungan 
masyarakat. 
3) Menghitung tabungan wajib dan tabungan masyarakat desa. 
4) Mengelola dan mengadministrasikan dana-dana dari masyarakat. 
5) Lain-lain yang berhubungan dengan penghimpunan dana. 
g. Kabag Pelayanan 
Membantu Pimpinan dalam bidang: 
1) Pembukuan, personalia dan umum. 
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2) Menyusun rencana kerja anggaran butir (a) dan mengevaluasi serta 
bertanggungjawab untuk mencapainya. 
3) Menyusun laporan untuk kepentingan intern dan ekstern dalam bidang 
tugasnya sesuai dengan ketentuan. 
4) Bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan 
petugas dibawahnya. 
Dalam melaksanakan tugas tersebut Kabag pelayanan bertanggung jawab 
kepada direksi. 
h. Kasie Pembukuan 
1) Menjurnal atas seluruh transaksi harian. 
2) Mengarsip dokumen transaksi harian dengan tertib dan aman. 
i. Kasie Personalia/ Umum 
1) Mengagendakan surat-surat masuk dan keluar serta menyimpan 
dengan baik. 
2) Menyimpan bahan-bahan untuk penyelenggaraan rapat. 
3) Merawat inventaris kantor dengan baik. 
4) Pengadaan barang-barang kebutuhan kantor. 
5) Mengurus dan menyusun administrasi kepegawaian. 
j. Staf Pengawas Intern 
1) Melakukan audit atas keuangan bank. 
2) Meneliti kebenaran dan kelengkapan laporan keuangan bank. 
3) Mengawasi pelaksanaan pemberian kredit. 
4) Melaksanakan kas opname secara insidentil. 
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5) Membantu direksi dalam hirearki di bidang tugasnya. 
6) Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan anggaran baik pendapatan 
maupun biaya. 
7) Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kerja di seluruh 
unit kerja di kantor menurut kebutuhan yang berlaku serta meninjau 
efisiensi kerja maupun efisiensi dana. 
 
5. Bentuk Pelayanan Yang Ada di PD. BPR BKK Gondangrejo 
  Bank Pengkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Gondangrejo 
yang bergerak di bidang pengkreditan mampu dan memperhatikan 
kesempurnaan dalam melayani nasabah yang merubah masyarakat desa. 
Unsur kemudahan adalah sarana yang ampuh untuk memasyarakatkan dan 
mengembangkan PD. BPR BKK Gondangrejo. 
a. Persyaratan pokok untuk memperoleh kredit 
 Untuk memperoleh bantuan kredit dari PD. BPR BKK 
Gondangrejo harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
1) Penduduk Wilayah Kecamatan Gondangrejo 
2) Memiliki dan atau akan memiliki usaha yang produktif 
3) Mengisi formulir yang telah disediakan di kantor PD. BPR BKK 
Gondangrejo 
4) Mendapatkan persetujuan dari kepala desa yang bersangkutan 
b. Prosedur pemberian bantuan kredit 
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 Dalam pemberian bantuan kredit kepada para nasabah ditempuh 
langkah-langkah sebagai berikut : 
1) Calon nasabah dating ke kantor PD. BPR BKK Gondangrejo untuk 
mendapatkan pengarahan dari petugas PD. BPR BKK. 
2) Calon nasabah mengisi formulir permohonan pinjaman dari kantor 
PD. BPR BKK Gondangrejo. 
3) Calon nasabah mengisi formulir permohonan pinjaman kemudian 
minta rekomendasi dari kepala desa dimana nasabah tinggal. 
4) Formulir yang diberi rekomendasi oleh kepala desa diserahkan 
kembali ke PD. BPR BKK. 
5) Petugas PD. BPR BKK meneliti dan dilanjutkan pengecekan jenis 
usaha calon nasabah. 
6) Realisasi pemberian kredit. 
c. Sistem Angsuran 
 Sistem pinjaman yang diterapkan dalam PD. BPR BKK untuk 
melayani warga masyarakat yang membutuhkan kredit adalah : 
1) Pasaran 
2) Bulanan 
3) Mingguan 
Adapun ketentuan yang diterapkan dalam pelaksanaan sebagai berikut : 
1) Pada setiap pinjaman/ peminjam di PD. BPR BKK Gondangrejo 
dibebani provisi 1% dari nominal kredit yang dipungut saat realisasi. 
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2) Setiap peminjam di PD. BPR BKK Gondangrejo diwajibkan untuk 
menabung. 
3) Tabungan tetap milik peminjam dan untuk pengembalian dapat 
dilakukan sewaktu-waktu jika berupa tabungan masyarakat desa. 
Untuk tabungan wajib dapat diambil jika hutang sudah lunas. 
4) Sebagai perangsang terhadap penabung diberikan bunga sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
5) Untuk jumlah minimal peminjam ditentukan sebesar Rp. 50.000,- 
untuk kredit pasaran dan minimal Rp. 500.000,- untuk kredit 
bulanan. 
 Kepada warga masyarakat yang ingin memanfaatkan jasa 
perkreditan untuk nasabah modal usaha dari PD. BPR BKK Gondangrejo 
dapat memilih sistem pinjaman yang sesuai dengan keinginan dan 
kemampuan yang ada padanya. Karena nasabah itu sendirian yang tahu 
dan dapat mengukur kemampuannya untuk melunasi hutangnya kelak. 
Sehingga dengan demikian tidak memberatkan debitur itu sendiri. 
  Dalam mengembangkan pelayanan perkreditan pada masyarakat di 
 pedesaan PD. BPR BKK Gondangrejo melakukan usaha-usaha antara 
 lain: 
a. Membuka pos-pos pelayanan di desa dalam wilayah Kecamatan 
Gondangrejo pada hari-hari yang telah ditentukan. Dengan demikian 
masyarakat dapat memilih tempat dimana mereka tinggal. 
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Pembukuan pos pelayanan di desa dan pasar ini diharapkan dapat 
mencapai apa yang menjadi tujuan didirikannya BKK Gondangrejo, 
yaitu mendekatkan permodalan kepada masyarakat miskin di desa, 
melindungi masyarakat dari pengaruh lintah darat atau rentenir. 
b. Mewajibkan setiap peminjam untuk menabung 
Tabungan merupakan tambahan modal bagi PD. BPR BKK 
Gondangrejo untuk memperluas usahanya dalam memberikan 
pelayanan kredit kepada masyarkat desa. 
Tujuan dari kegiatan menabung adalah: 
1) Menggiatkan dan mendorong kesadaran masyarakat untuk 
menabung, karena tabungan merupakan investasi warga 
masyarakat. 
2) Tabungan dari nasabah merupakan tambahan modal untuk 
pengembangan usaha PD. BPR BKK Gondangrejo. 
Keuntungan yang dapat dinikmati masyarakat di desa dari kegiatan 
menabung adalah : 
1) Kegiatan menabung yang merupakan kewajiban peminjam dapat 
membantu memperingan pelunasan kredit dan bisa 
membiasakan hidup hemat. 
2) Pemberian bunga atas tabungan peminjam merupakan tambahan 
modal kredit masyarakat untuk mengembangkan usahanya 
sehingga lebih maju dan dapat menambah pendapatan. 
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3) Pengembalian tabungan dapat dilakukan sewaktu-waktu jika 
diperlukan. 
4) Menambah pengetahuan masyarakat dalam bidang perbankan 
yang dapat diperoleh dari informasi petugas BKK. 
5) Tabungan dapat dijadikan investasi dihari tua (BKK,1995). 
 
B. Laporan Magang Kerja 
 Aktivitas yang dikerjakan  dalam proses magang kerja di seksi penagihan 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar dimulai dari hari pertama jadwal 
magang adalah pemindahan tempat penyimpanan arsip wajib pajak dari tempat 
yang lama ke tempat baru yang lebih mudah untuk pemanggilan kembali 
database setiap wajib pajak yang ada di Kabupaten Karanganyar. Kegiatan ini 
kurang lebih berlangsung selama tiga hari karena banyaknya jumlah wajib 
pajak yang ada sangat banyak sedangkan tempat penyimpanannya yang tidak 
memadai, dari kantor pusat mengirimkan lemari besi baru yang di tempatkan di 
KPP Pratama Karanganyar yang berguna untuk menempatkan segala macam 
dokumen. 
 Kegiatan kedua adalah penomoran surat penghapusan pajak, surat 
penghapusan pajak yang telah dibuat oleh pegawai memang sengaja belum 
diberi nomor sehingga penomoran dilakuklan secara manual oleh mahasiswa 
magang setelah penomoran selesai kemudian mempersiapkan sampai surat 
tersebut siap untuk dikirim. 
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 Surat penghapusan pajak dibuat rangkap 2, dikirim ke wajib pajak dan 
untuk arsip kantor, surat yang untuk arsip kantor kemudian dimasukkan 
kedalam data masing-masing wajib pajak kegiatan ini kurang lebih dikerjakan 
2 – 3 hari. 
 Selanjutnya adalah pencatatan  penerbitan surat tagihan ke kartu wajib 
pajak, satu per satu surat tagihan pajak yang akan dikirim, dicatat terlebih 
dahulu ke dalam kartu pengawasan tunggakan pajak, setiap wajib pajak 
memiliki satu kartu yang menjadi data tersimpan di KPP Pratama Karanganyar, 
berguna untuk mengawasi segalan tunggakan dan tagihan kewajiban 
perpajakan setiap wajib pajak. 
 Kegiatan setelah mencatat surat tagihan pajak kemudian mengarsipkan 
surat tersebut ke dalam data wajib pajak masing-masing, apabila sewaktu-
waktu dibutuhkan dapat diambil kembali. 
 Surat teguran yang sudah dibuat sebelum diarsipkan dicatat terlebih dahulu 
ke kartu pengawasan tunggakan pajak. Surat teguran dibuat berguna untuk 
menegur wajib pajak yang dimungkinkan ada keterlambatan dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya. Ada beberapa surat teguran yang dibuat untuk 
selanjutnya dikirimkan kepada wajib pajak via pos, sama dengan surat lain 
yang dibuat, surat teguran juga dibuat rangkap 2, untuk dikirimkan dan untuk 
arsip kantor. 
 Surat teguran yang sudah dicatat kedalam kartu selanjutnya akan 
diarsipkan pada data pribadi wajib pajak yang ada di seksi penagihan sesuai 
NPWP sehingga dapat mempermudah dalam pencarian. 
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 Seperti halnya surat teguran, surat paksa yang sudah dibuat juga dicatat 
pada kartu wajib pajak yang tersedia. Surat paksa dibuat oleh fiskus karena 
surat teguran yang sudah diterima tidak ada tanggapan dari wajib pajak yang 
bersangkutan. 
 Surat paksa yang sudah dicatat selanjutnya dikirim kepada wajib pajak dan 
ada yang dimasukkan ke dalam arsip wajib pajak. 
 Surat teguran yang selama periode tertentu telah dibuat kemudian direkap 
dan dibuatkan daftar surat teguran yang berguna untuk mengevaluasi surat 
teguran yang sudah dibuat. 
 Penduplikasian surat teguran  juga sebagai salah satu aktivitas dari 
mahasiswa magang di seksi penagihan yang kemudian dimasukkan dalam arsip 
wajib pajak. 
 Surat paksa yang sudah dibuat juga dibuatkan daftar surat paksa supaya 
dapat dengan mudah memonitor jumlah surat paksa yang sudah dibuat dan 
siapa saja wajib pajak yang sudah menerima. 
 Penggandaan surat paksa dilakukan untuk nantinya dimasukkan ke dalam 
arsip wajib pajak. 
 Wajib pajak yang masih memiliki sisa piutang dari kewajiban 
perpajakannya dicatat kedalam kartu untuk mengetahui berapa besar sisa 
kewajiban perpajakannya. 
 Pengarsipan dilakukan kembali untuk bukti setoran wajib pajak dan data 
wajib pajak yang baru. 
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 Kegiatan magang yang lain adalah mengecek daftar sisa piutang PBB ke 
dalam arsip wajib pajak yang sudah ada dan mengentri Surat Tanda Terima 
Setoran PBB ke dalam aplikasi sismiop. 
 Kegiatan selanjutnya adalah merekap seluruh surat masuk dan surat keluar 
yang telah dibuat. Pencetakan daftar sisa tagihan pajak juga dikerjakan untuk 
mengetahui sisa tagihan pajak wajib pajak orang pribadi maupun badan, lalu 
mengerjakan penduplikasian data. 
 Pengecekan dilakukan kembali namun kali ini pengecekan terhada PPh 
pasal 21 dan 25 / 29. Kemudian pengecekan surat tagihan pajak atas PPN dan 
Surat ketetapan pajak kurang bayar. 
 Melakukan proses validasi surat keluar dengan membubuhi stampel pada 
surat tersebut, selanjutnya melakukan penyortiran Surat Tanda Terima Setoran 
sesuai dengan kelurahan yang sama karena melihat STTS yang diterima dari 
Dipenda tidak urut. 
 Membuat daftar pengiriman surat panggilan atas tunggakan pajak wajib 
pajak dilakukan mahasiswa magang dan juga pencatatan pada arsip surat keluar 
atas pengiriman surat panggilan atas tunggakan pajak wajib pajak selanjutnya 
melakukan penyortiran STTS kembali. 
 Mahasiswa magang membuat bukti penerimaan surat setoran pajak 
dillanjutkan pencetakan data daftar sisa tagihan pajak dan data blangko PBB 
kemudian menulis daftar surat pemberitahuan tunggakan pajak, kemudian 
merekam data wajib pajak PBB lalu ,menduplikasikan data, kegiatan tersebut 
selalu diselingi dengan penyortiran STTS. 
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 Jadwal kegiatan magang di KPP Pratama Karanganyar dilaksanakan 
selama dua bulan sesuai batas minimal yang dianjurkan oleh program studi 
perpajakan Fakultas Ekonomi UNS, yaitu dari tanggal 1 Februari sampai 31 
Maret 2010. Jadwal magang di lapangan dari hari senin sampai hari jumat 
dimulai pukul 07.30 sampai 15.00 WIB 
C. Pembahasan Masalah 
 Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, 
memiliki penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang paling besar dibanding 
dengan desa-desa lain di bawah Kecamatan Gondangrejo, ini  dikarenakan 
jumlah obyek pajak dan penduduknya yang banyak. Kemudian banyaknya 
perumahan juga menjadi faktor mengapa PBB dari Desa Wonorejo menjadi 
paling besar. Tak lepas dari faktor-faktor tersebut, menyebabkan adanya 
tunggakan pajak yang cukup besar di tahun 2008 dan 2009 seiring dengan 
jumlah obyek pajak yang meningkat, penerimaan PBB Desa Wonorejo Tahun 
2008 adalah sebagai berikut: 
Tabel III.1 
Penerimaan PBB Desa Wonorejo Tahun 2008 
(Sumber dari BKK Gondangrejo) 
DESA STTS TARGET 
TOTAL PEMASUKAN TUNGGAKAN % 
STTS RP STTS RP STTS RP 
Wonorejo 4655 266.938.895 2424 179.711.753 2231 87.227.142 52,07 67,32 
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 Dari data diatas dapat diambil beberapa evaluasi yang berkaitan dengan 
beberapa esensi. Di tahun 2008, Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang di 
Desa Wonorejo seharusnya Rp.266.938.895,00 berdasarkan atas jumlah STTS 
(Surat Tanda Terima Setoran) sebanyak 4655, angka tersebut didapat dari 
penilaian fiskus, dalam hal ini KPP Pratama Karanganyar yang menentukan 
target sejumlah nominal yang di atas akan tetapi total pemasukan tahun 2008 
hanya sebanyak 2424 STTS yang memiliki jumlah dalam rupiah adalah 
Rp.179.711.753,00 kurang lebih setengah dari jumlah yang ditentukan atau 
ditargetkan sehingga tunggakan sampai akhir 2008 sebanyak 2231 STTS di 
dalam nominal sebanyak Rp.87.227.142,00  jika dikonversikan kedalam bentuk 
prosentase sebanyak 52,07% STTS kemudian 67,32% untuk perbandingan 
target dengan pemasukan dalam rupiah. 
 Di bawah ini disajikan penerimaan PBB terutang di Desa Wonorejo tahun 
2009 
Tabel III.2 
Penerimaan PBB Desa Wonorejo Tahun 2009 
 (Sumber dari BKK Gondangrejo) 
Dari data yang tersaji di atas dapat dianalisis sebagai berikut, dari jumlah STTS 
yang ditargetkan mengalami kenaikan sebanyak 129 dari tahun 2008 di 
karenakan jumlah obyek pajak yang setiap tahun selalu bertambah hal ini 
DESA STTS TARGET 
TOTAL PEMASUKAN TUNGGAKAN % 
STTS RP STTS RP STTS RP 
Wonorejo 4784 271.210.230 2187 157.531.233 2597 113.678.997 45,71 58,08 
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berdampak sebanding dengan jumlah nominalnya di tahun 2009 yakni 
mencapai Rp.271.210.230,00 akan tetapi pemasukan PBB yang diterima baru 
sekitar 2187 STTS dari jumlah yang ditargetkan yaitu sebesar 4784 dengan 
nominal yang diterima sebesar Rp.157.531.233,00 sehingga masih memiliki 
sisa tunggakan sebanyak 2597 STTS atau senilai Rp.113.678.997,00 jika 
dilihat lebih lanjut prosentase kepatuhan dari STTS yang terkumpul sebesar 
45,71% atau sebesar 58,08% dari jumlah nomimalnya. 
 Di atas telah disajikan PBB yang terutang Desa Wonorejo di Badan Kredit 
Kecamatan Gondangrejo dari sumber yang terpercaya. Setelah ditelusur ke 
pihak Kantor Desa Wonorejo ada beberapa penyebab tunggakan pajak yang 
selalau ada di setiap tahun, Penyebab tunggakan memang hanya dari penuturan 
lisan pihak kantor desa karena dari dahulu memang pelaporan dari kelurahan 
ke kecamatan yang berlanjut ke KPP Karanganyar hanya berupa pernyataan 
lisan, belum ada laporan tertulis akan tetapi kegiatan pelaporan secara lisan 
tersebut berhenti di tahun 2009 karena di tahun 2010 seluruh kantor desa di 
wilayah kabupaten Karanganyar akan memberlakukan pelaporan segala 
penerimaan dan tunggakan PBB beserta penyebabnya secara tertulis yang 
tentunya disertai bukti-bukti yang mendukung. 
 Penyebab tunggakan PBB desa Wonorejo tahun 2008 dan 2009 adalah 
sebagai berikut : 
1. Wajib Pajak yang sulit ditemui sehingga SPPT tidak sampai ke tangan 
wajib pajak. 
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2. Alamat wajib pajak yang tertera di SPPT tidak jelas. (hanya ditulis 
nama kampung, Rt Rw tidak jelas) 
3. Adanya rumah yang kosong. (tidak berpenghuni) 
4. Nama yang tertera di SPPT tidak sesuai dengan nama wajib pajak yang 
sekarang sehingga tidak mau membayar. (Biasanya terjadi di rumah 
kontrakan, perumnas) 
5. Wajib Pajak secara nyata tidak mau membayar PBB terutang. 
 Solusi yang ditempuh pihak desa untuk meminimalisir adanya tunggakan 
PBB yakni : 
1. Mengembalikan SPPT yang tidak sampai ke Wajib Pajak kepada 
Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan untuk nantinya 
ditindaklanjuti pihak tersebut. 
2. Mendata ulang identitas Wajib Pajak dengan disertai alamat yang jelas 
sehingga SPPT dapat sampai ke Wajib Pajak. 
3. Memberikan penyuluhan tentang pentingnya membayar Pajak Bumi 
dan Bangunan. 
 Di bawah ini disajikan perhitungan PBB terutang sesuai dengan SPPT 
berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Karanganyar dibanding dengan penilaian yang dilakukan penulis berdasarkan 
Nilai Jual Obyek Pajak yang terbaru. 
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Tabel III.3 
Perbandingan PBB Terutang Berdasarkan SPPT dengan Berdasarkan Penilaian 
Sendiri 
NO IDENTITAS 
WAJIB 
PAJAK 
SPPT MENURUT KPP PENILAIAN SENDIRI SELISIH 
NJOP 
PBB 
TERUTANG NJOP 
PBB 
TERUTANG 
1 SJI 
Bumi 1000 m2 
Bangunan 0 
 
27.000 
     - 
27.000 
 
400.000 
      - 
400.000 373.000 
2 ADSS 
Bumi 5295 m2 
Bangunan 0 
 
160.000 
     - 
847.200 
 
700.000 
      - 
3.706.500 2.859.300 
3 FJR 
Bumi 123 m2 
Bangunan 0 
 
64.000 
     - 
7.872 
 
300.000 
      - 
36.900 29.028 
4 SGT 
Bumi 685 m2 
Bangunan 0 
 
200.000 
     - 
127.000 
 
500.000 
      - 
332.500 205.500 
5 ES 
Bumi 188 m2 
Bangunan 32 
 
48.000 
595.000 
18.064 
 
500.000 
595.000 
103.040 84.976 
6 SMRJ 
Bumi 118 m2 
Bangunan 21 
 
160.000 
595.000 
21.375 
 
300.000 
595.000 
37.895 16.520 
7 AYW 
Bumi 90 m2 
Bangunan 21 
 
160.000 
595.000 
16.895 
 
250.000 
595.000 
24.995 8.100 
     (Sumber : Data Primer) 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Dari tahun 2007 sampai tahun 2009 terdapat kenaikan Obyek Pajak Bumi 
dan Bangunan, sehingga jumlah PBB Terutang juga mengalami kenaikan 
hal ini berdampak langsung kepada tunggakan pajak yang semakin tinggi 
dan selalu ada di setiap tahun. 
2. Di desa Wonorejo belum bisa mencapai target yang ditetapkan Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar karena masih tingginya jumlah 
tunggakan PBB di tahun 2007, 2008 dan 2009. 
3. Terdapat perbedaan antara PBB terutang yang tertera di SPPT dengan PBB 
terutang berdasarkan penghitungan dengan nilai jual obyek pajak yang 
terkini sehingga berakibat tidak maksimalnya pemungutan PBB karena 
masih memakai dasar nilai yang lama. 
 
B. Saran 
1. Aparatur desa seharusnya lebih giat lagi menggalakkan sosialisasi tentang 
pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan untuk kesejahteraan masyarakat. 
Sosialisasi dapat diwujudkan dengan: 
a. Pemberian informasi yang jelas dan singkat tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan, dipaparkan dalam  pertemuan warga setiap bulannya. 
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b. Kepala Desa wajib mengecek ke Badan Kredit Kecamatan setiap dua 
bulan sekali, untuk mengetahui siapa warga yang belum membayar 
PBB sejak diterimanya SPPT kemudian di informasikan ke warga 
yang bersangkutan saat pertemuan rutin warga. 
c. Mengurus dokumen-dokumen yang melibatkan aparatur desa wajib 
membawa Surat Tanda Terima Setoran  PBB dua tahun terakhir. 
2. Aparatur desa seharusnya membuat laporan secara tertulis setiap tahunnya 
tentang penerimaan PBB dan bukti-bukti yang konkret mengapa ada 
tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan untuk nantinya sebagai 
bahan pertanggungjawaban kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Karanganyar. Contoh dari laporan tersebut dapat dibuat secara sederhana 
sebagai berikut: 
Tabel IV.1 
Laporan Tahunan 
Penerimaan PBB Desa Wonorejo 
Kabupaten Karanganyar 
Tahun xxx 
 
 
 
DESA STTS TARGET 
TOTAL PEMASUKAN TUNGGAKAN % 
STTS RP STTS RP STTS RP 
Wonorejo XXX XXX XXX XXX XXX XXX (a) XXX XXX 
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Tabel IV.2 
Daftar Keterangan 
PBB Terhutang yang Belum Dibayar 
Tahun xxx 
N
O 
NAMA 
WP 
LETAK 
OBJEK 
PAJAK 
NOP PBB 
TERHUTANG 
KET LAMPIRAN 
1 Mr. X xxx xx-xx-xxx xxx Belum 
Membayar 
- 
2 Mr. Xx xxx xx-xx-xxx xxx Nama di SPPT 
tidak sesuai 
dengan WP 
SPPT 
JUMLAH xxx (a)  
 
3. Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar harus lebih bekerja 
keras untuk mengadakan pemutakhiran Obyek PBB sehingga pemungutan 
PBB dapat optimal, karena setiap tahun Nilai Jual Obyek Pajak dapat 
dimungkinkan berubah. Pemutahkiran dapat dilakukan: 
a. Satu tahun sekali secara konsisten Kantor Pelayanan Pajak bekerja 
sama dengan aparatur desa yang mengurusi PBB. 
b. Secara teknis seharusnya Kantor Pelayanan Pajak Di daerah yang 
bersangkutan membuat tim survei PBB yang membawahi satu 
kecamatan untuk dapat terfokus menilai PBB yang terutang dengan 
berdasarkan azas keadilan. 
 
 
 
 
 
lxviii 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
 
B. Ilyas, Wirawan. Burton, Richard. 2002. Hukum Pajak. Salemba Empat. 
 
Diana, Anastasia. 2004. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Andi Offset 
 
Haryani, Nur. 2007. Praktik Pajak Daerah, PBB, DAN BM. Surakarta: Sebelas 
Maret University Press. 
 
Iswidharmanjaya, Derry, Dkk. 2004. Sukses Menulis Skripsi, Tesis, dan Karya 
Ilmiah Menggunakan MS Word 2003. Jakarta: Elek Media 
Komputindo. 
 
Mardiasmo. 2003. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press.  
 
Moleong, L. J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remadja 
Rosda. 
 
Prastowo D, Dwi, 2005. Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi  Edisi 
Kedua. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 
 
Sutopo, H. B. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: Sebelas  Maret 
University. 
 
Waluyo. 2007. Perpajakan Indonesia Edisi Tujuh. Jakarta: Salemba Empat. 
 
Profil Badan Kredit Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. 
 
Pusdiklat Pajak. Modul Pajak Bumi dan Bangunan. Badan Pendidikan dan 
Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia. 
 
Surat Edaran Dirjen Pajak Tentang Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 167/PMK.03/2007 Tentang Penunjukan Tempat dan Tata 
Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lxix 
 
 
 
